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ABSTRAK

Integritas pemilu merupakan pilar fundamental bagi penguatan demokrasi, 
khususnya dalam konteks Indonesia yang menghadapi kompleksitas politik 
elektoral. Studi ini menganalisis refleksi dan tantangan yang muncul dalam 
pemilu di Indonesia melalui tiga dimensi utama: politik uang dan transparan-
si dana kampanye, disinformasi digital dan polarisasi politik, serta kapasitas 
kelembagaan penyelenggara dan penegak hukum pemilu. Studi ini meng-
gunakan metode kualitatif  dengan analisis dokumen dengan menjadikan 
laporan lembaga pemantau, berita daring, dan literatur akademik sebagai 
unit analisis melalui analisis isi tematik. Hasil studi ini menunjukkan praktik 
politik uang masih sering terjadi, pelaporan dana kampanye belum transpar-
an, dan disinformasi digital memperkuat polarisasi politik. Selain itu, kap-
asitas institusi penyelenggara dan penegak hukum terbatas akibat sumber 
daya, regulasi kompleks, dan intervensi politik. Studi ini merekomendasikan 
perlunya strategi komprehensif  mencakup transparansi pendanaan poli-
tik, literasi digital, regulasi platform, serta penguatan kapasitas dan inde-
pendensi lembaga pemilu untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. 
Kata kunci: Integritas Pemilu, Demokrasi, Politik Uang, Disinformasi  
Digital
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ABSTRACT 

Electoral integrity is a fundamental pillar for strengthening democra-
cy, especially in the context of  Indonesia, which faces electoral political 
complexity. This study analyzes the reflections and challenges that arise in 
elections in Indonesia through three main dimensions: money politics and 
campaign finance transparency, digital disinformation and political polar-
ization, and the institutional capacity of  election organizers and law en-
forcement agencies. This study uses qualitative methods with document 
analysis, using monitoring agency reports, online news, and academic lit-
erature as units of  analysis through thematic content analysis. The results 
of  this study show that money politics is still common, campaign finance 
reporting is not yet transparent, and digital disinformation reinforces polit-
ical polarization. In addition, the capacity of  electoral management bodies 
and law enforcement agencies is limited due to resources, complex reg-
ulations, and political intervention. This study recommends the need for 
a comprehensive strategy covering political funding transparency, digital 
literacy, platform regulation, and strengthening the capacity and indepen-
dence of  electoral institutions for a healthy and sustainable democracy. 
Keywords: election integrity, democracy, money politics, digital  
disinformation

PENDAHULUAN  

	 Pemilihan Umum (Pemilu) 
menjadi instrumen utama dalam 
mewujudkan kedaulatan rakyat 
sekaligus menjadi parameter 
penting dalam mengukur kualitas 
demokrasi. Dalam konteks glob-
al, integritas pemilu telah men-
jadi salah satu isu sentral dalam 
menjaga keberlanjutan tata kelo-

la politik yang berorientasi pada 
keadilan dan partisipasi warga 
negara (Garnett & James, 2023). 
Pemilu serentak 2024 di Indonesia 
menjadi ajang demokrasi terbesar 
ketiga di dunia, melibatkan lebih 
dari 200 juta pemilih dengan parti-
sipasi mencapai 80% (Birnir et al., 
2025). Tingginya jumlah partisi-
pasi pemilu tersebut telah menun-
jukkan kepercayaan masyarakat  
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terhadap mekanisme elektoral. Na-
mun di balik capaian tersebut, ma-
sih terdapat tantangan serius sep-
erti praktik politik uang, lemahnya 
transparansi dana kampanye, ma-
sifnya disinformasi digital, hing-
ga keterbatasan kapasitas institusi 
penyelenggara pemilu. Fenomena 
ini memperlihatkan bahwa perso-
alan integritas pemilu di Indonesia 
tidak hanya bersifat prosedural, 
melainkan juga substansial, yang 
berimplikasi langsung terhadap 
kualitas demokrasi.

	 Studi-studi sebelumn-
ya menegaskan bahwa integritas 
pemilu berhubungan erat dengan 
tata kelola pembiayaan politik yang 
transparan dan akuntabel. Fenom-
ena politik uang di Indonesia ber-
sifat struktural dan sistematis, seh-
ingga menyebabkan ketidakadilan 
dalam kompetisi elektoral (Beren-
schot, 2018). Di sisi lain, perkem-
bangan teknologi digital meng-
hadirkan tantangan baru berupa 
disinformasi dan polarisasi politik 
(Arora et al., 2022). Triwardani 
(2021), mengungkapkan bahwa 
media sosial kini menjadi sumber 
berita utama bagi mayoritas war-
ga Indonesia, namun sekaligus 
memperbesar eksposur terhadap 
hoaks dan manipulasi informasi. 
Lewandowsky et al. (2023) juga 
menunjukkan bahwa penerimaan 
pemilih terhadap disinformasi san-

gat dipengaruhi oleh afiliasi politik. 
Selain itu, aspek kelembagaan juga 
menjadi perhatian penting, di mana 
Bawaslu dan Mahkamah Konstitu-
si kerap menghadapi keterbatasan 
dalam menegakkan hukum pemi-
lu (Mietzner, 2010). Meskipun 
studi-studi tersebut berkontribusi 
pada pemahaman integritas pemi-
lu, sebagian besar masih memba-
has isu-isu tersebut secara sektoral, 
tanpa mengaitkan relasi antara 
politik uang, ekosistem digital, dan 
kapasitas institusional dalam satu 
kerangka reflektif.

	 Studi ini berupaya mengisi 
kekosongan literatur dalam kaji-
an mengenai demokrasi Indone-
sia dengan menghadirkan analisis 
yang lebih integratif  tentang isu 
integritas Pemilu. Tiga konteks 
utama menjadi fokus kajian, yaitu: 
(1) praktik politik uang dan urgen-
si transparansi dana kampanye, (2) 
disinformasi digital yang berkon-
tribusi terhadap polarisasi politik, 
serta (3) kapasitas kelembagaan 
dalam penyelenggaraan dan pen-
egakan hukum pemilu. Ketiga as-
pek tersebut tidak dapat dipahami 
secara terpisah karena saling me-
mengaruhi dan berkaitan menen-
tukan kualitas demokrasi di Indo-
nesia. Dengan demikian, studi ini 
tidak sekadar memaparkan dina-
mika yang terjadi, tetapi juga men-
awarkan refleksi kritis mengenai 
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bagaimana integritas pemilu harus 
diposisikan sebagai fondasi utama 
dalam menjaga keberlanjutan dan 
legitimasi peradaban demokrasi 
Indonesia.

	 Asumsi dasar dari studi 
ini adalah bahwa pemilu berin-
tegritas merupakan fondasi yang 
tak tergantikan bagi penguatan 
peradaban demokrasi. Pemilu 
yang transparan, bebas dari ma-
nipulasi, dan didukung oleh kapa-
sitas kelembagaan yang kuat, akan 
memperkokoh legitimasi poli-
tik serta menumbuhkan budaya 
demokrasi yang sehat dan berke-
lanjutan (González et al., 2024). 
Sebaliknya, pemilu yang rapuh 
karena politik uang, disinformasi 
digital, dan lemahnya penegakan 
hukum hanya akan melahirkan 
demokrasi prosedural yang penuh 
dengan kecurangan. Dengan de-
mikian, studi ini menawarkan kon-
tribusi konseptual dan empiris un-
tuk memperluas wacana mengenai 
bagaimana pemilu berintegritas 
tidak sekadar menjadi instrumen 
elektoral, melainkan juga instru-
men peradaban dalam meneguh-
kan demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam studi ini ada-
lah dinamika integritas pemilu di 
Indonesia pada Pemilihan Umum 
serentak 2024 yang mencakup tiga 

konteks utama yaitu: politik uang 
dan transparansi dana kampanye, 
disinformasi digital serta polarisasi 
politik, dan kapasitas institusion-
al dalam penyelenggaraan serta 
penegakan hukum Pemilu. Ketiga 
konteks ini dipilih karena secara 
simultan menentukan kualitas 
penyelenggaraan Pemilu sekaligus 
memengaruhi arah perkembangan 
demokrasi Indonesia. Dengan de-
mikian, studi ini menjadikan Pemi-
lu bukan hanya sebagai mekanisme 
elektoral, tetapi juga sebagai in-
strumen pembentukan peradaban 
demokrasi.

	 Studi ini menggunakan 
metode kualitatif  dengan pendeka-
tan analisis dokumen. Pendekat-
an ini dipilih karena mampu me-
nelaah fenomena Pemilu melalui 
jejak informasi yang terekam da-
lam laporan lembaga pemantau, 
media daring, dan publikasi akade-
mik. Analisis dokumen memungk-
inkan peneliti untuk melakukan re-
fleksi kritis terhadap isu integritas 
pemilu, baik dalam dimensi em-
piris maupun konseptual, sehingga 
menghasilkan pemahaman yang 
lebih komprehensif  mengenai 
tantangan dan peluang penguatan 
demokrasi di Indonesia.

	 Jenis data yang digunakan 
dalam studi ini terdiri dari tiga 
kategori utama. Pertama, laporan 
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pemantauan Pemilu dari lembaga 
kredibel, seperti ANFREL, IFES, 
ICW, dan Kemitraan, yang mem-
berikan evaluasi empiris menge-
nai jalannya Pemilu di Indonesia. 
Kedua, laporan investigatif  dan 
berita online dari media nasional 
maupun internasional yang mel-
aporkan isu-isu seputar dana kam-
panye, praktik politik uang, serta 
penyebaran disinformasi digital. 
Ketiga, literatur akademik yang 
terbit di jurnal terindeks maupun 
lembaga riset internasional yang 
memberikan landasan konseptual 
dan mengkomparasikan mengenai 
integritas Pemilu dan demokrasi.

	 Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui purposive sam-
pling dengan menyeleksi dokumen 
yang memenuhi kriteria kredibili-
tas, relevansi dengan pemilu 2024 
dan keterkaitan langsung dengan 
isu integritas. Proses pengumpulan 
data dilakukan dalam tiga tahap: 
pertama, identifikasi awal terhadap 
laporan resmi, publikasi akademis, 
dan berita online yang telah diver-
ifikasi. Kedua, seleksi berdasarkan 
kesesuaian dengan fokus peneli-
tian. Ketiga, kategorisasi dokumen 
sesuai dengan tiga konteks hasil 
penelitian. Dengan cara ini, data 
yang diperoleh tidak hanya valid 
tetapi juga representatif  terha-
dap kompleksitas persoalan yang  
diteliti.

Teknik anlaisis data dalam studi ini 
menggunakan analisis tematik isi. 
Teknik ini dipilih  dengan meru-
juk pada penjelasan Ahmed et al. 
(2025), yang meliputi pengkodean 
data ke dalam kategori politik uang, 
disinformasi digital, dan kapasitas 
institusional, kemudian mengiden-
tifikasi pola, hubungan, serta kon-
tradiksi antar konteks. Selanjutnya 
triangulasi sumber dilakukan un-
tuk memvalidasi temuan dengan 
cara membandingkan laporan lem-
baga pemantau, berita online, dan 
literatur akademik. Pendekatan ini 
memastikan bahwa hasil studi ti-
dak hanya bersifat deskriptif, tetapi 
juga reflektif  dan analitis, sehingga 
dapat menunjukkan bagaimana 
integritas Pemilu berperan se-
bagai pilar penguatan peradaban 
demokrasi  Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Politik Uang dan Transparansi 
Dana Kampanye

	 Politik uang dan transpar-
asi dana kampanye pada Pemilu 
serentak 2024 telah menunjukkan 
lemahnya pengawasan. Fenomena 
ini menegaskan bahwa persoalan 
pendanaan politik masih menjadi 
titik krusial dalam menjaga integ-
ritas Pemilu di Indonesia. Poli-
tik uang tidak hanya hadir dalam 
bentuk transaksi langsung antara 
kandidat dan pemilih, tetapi juga 
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tercermin melalui pelaporan dana 
kampanye yang tidak akurat dan 
cenderung dimanipulasi (Cox, 
2022). Transparansi yang rendah 
memperlihatkan adanya kesenjan-
gan serius antara aturan formal 
yang telah ditetapkan oleh penye-
lenggara Pemilu dan praktik aktu-

al di lapangan (Schnaudt, 2024). 
Oleh karena itu, analisis terhadap 
dimensi ini penting untuk me-
mahami bagaimana mekanisme 
keuangan politik dapat memen-
garuhi kualitas demokrasi secara 
substantif. Konteks tersebut dapat 
dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Politik Uang dan Transparansi Dana Kampanye

	 Tabel di atas menunjukkan 
bahwa praktik politik uang masih 
menjadi fenomena menonjol da-
lam Pemilu 2024, baik dalam ben-
tuk distribusi langsung uang tunai 
maupun pemberian barang dan 
fasilitas kepada pemilih. Laporan 

menunjukkan lemahnya akunt-
abilitas pelaporan dana kampanye. 
Under reporting dan ketidakleng-
kapan laporan dana kampanye pe-
serta Pemilu 2024 menunjukkan 
lemahnya akuntabilitas pelaporan 
dana kampanye. Format agregasi 
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data KPU mempersulit akuntabil-
itas, beberapa peserta Pemilu ha-
nya melaporkan 1-30% realisasi 
menunjukkan celah regulasi yang 
memfasilitasi under reporting 
dana kampanye. Biaya kampanye 
tinggi mendorong praktik politik 
uang dan penggalangan dana in-
formal sehingga menjadi insentif  
politik transaksional. Reformasi 
pembiayaan partai di Asia Teng-
gara diperlukan, lemahnya regulasi 
mendorong korupsi menunjukkan 
masalah Indonesia dalam kerangka 
komparatif  regional. Serta poli-
tik uang bersifat struktural dalam 
Pemilu 2024, bukan insidental 
yang menunjukkan masalah siste-
mik yang mengakar dalam praktik 
Pemilu.

	 Temuan mengenai praktik 
politik uang dan lemahnya trans-
paransi dana kampanye menun-
jukkan bahwa masalah pendanaan 
politik tetap menjadi salah satu 
hambatan paling serius bagi ter-
wujudnya Pemilu berintegritas di 
Indonesia. Meskipun regulasi ten-
tang pelaporan dan akuntabilitas 
keuangan kampanye telah terse-
dia, praktik di lapangan memper-
lihatkan dominasi kepentingan 
pragmatis yang cenderung meng-
abaikan prinsip keadilan dan keter-
bukaan. Kondisi ini menandakan 
adanya kontradiksi mendasar an-
tara aturan normatif  dengan re-

alitas praktik elektoral, yang pada 
gilirannya berpotensi melanggeng-
kan ketidaksetaraan politik dan 
mengurangi kualitas demokrasi 
substantif. Dengan demikian, isu 
pendanaan politik tidak hanya ber-
implikasi pada proses elektoral, 
tetapi juga pada fondasi moral 
dan etika peradaban demokrasi itu 
sendiri.

	 Penjelasan di atas menun-
jukkan bahwa praktik politik 
uang dan lemahnya transparansi 
dana kampanye masih menjadi 
masalah struktural dalam Pemilu 
2024. Laporan ICW  dan Kemi-
traan  mengungkap adanya under 
reporting yang masif, di mana se-
bagian besar peserta hanya mel-
aporkan sebagian kecil dari realisa-
si pengeluaran kampanye. Temuan 
ini memperkuat argumen Aspinall 
et al. (2017) bahwa politik uang 
di Indonesia bukanlah fenomena 
insidental, melainkan bagian dari 
strategi sistematik dalam kom-
petisi elektoral. Kondisi ini men-
gancam integritas Pemilu karena 
merusak kesetaraan kontestasi dan 
membuka ruang bagi praktik poli-
tik transaksional (Lindberg et al., 
2022). Secara konseptual, fenom-
ena tersebut selaras dengan teori 
demokrasi elektoral minimalis, di 
mana prosedur Pemilu tetap ber-
jalan, tetapi kualitas substantifnya 
terkikis oleh praktik yang tidak 
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transparan (Mace, 2025).

	 Politik uang yang be-
rulang dan sistematik tidak hanya 
melemahkan legitimasi Pemilu, 
tetapi juga membentuk budaya 
politik yang permisif  terhadap 
praktik koruptif. Tingginya bi-
aya kampanye mendorong kandi-
dat untuk mencari sumber dana 
informal, yang pada gilirannya 
menciptakan insentif  bagi politik 
balas budi setelah mereka terpi-
lih (Guerrero-Sierra et al., 2024). 
Hal ini berdampak pada pergeser-
an orientasi representasi politik 
dari kepentingan rakyat menuju 
kepentingan pemodal atau oligar-
ki. Dengan demikian, transparansi 
dana kampanye yang lemah tidak 
hanya menghambat konsolidasi 
demokrasi, tetapi juga berpotensi 
melanggengkan politik patronase 
yang kontraproduktif  terhadap 
penguatan peradaban demokrasi 
(Sharma, 2025).

Disinformasi Digital dan  
Polarisasi Politik

	 Konteks lain yang menon-
jol dalam studi ini yaitu mening-
katnya disinformasi digital yang 
secara signifikan memengaruhi  
dinamika politik elektoral di Indo-
nesia. Media sosial, yang seharusn-
ya menjadi ruang bersosialisas pub-
lik yang sehat dan terbuka, justru 
menjadi arena penyebaran hoaks, 
ujaran kebencian, dan kampanye 
negatif  yang membentuk polarisa-
si (Madriaza et al., 2025). Fenome-
na ini bukan hanya memperlemah 
kualitas informasi yang diterima 
publik, tetapi juga mengikis rasion-
alitas dalam pengambilan kepu-
tusan politik (Sanna & Lagnado, 
2025). Dengan demikian, disin-
formasi digital menjadi tantangan 
serius yang mengancam integri-
tas Pemilu sekaligus menghambat 
konsolidasi demokrasi. Konteks 
tersebut dapat dilihat dalam tabel 
berikut:

Tabel 2. Disinformasi Digital, Polarisasi, dan Integritas Informasi
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	 Tabel di atas menunjuk-
kan fenomena disinformasi dig-
ital dalam Pemilu 2024, dan me-
negaskan bahwa perkembangan 
teknologi informasi tidak hanya 
memperkuat kualitas deliberasi 
publik, namun juga menyebabkan 
ancaman serius terhadap integritas 
demokrasi. Pada tahun 2024, telah 
muncul 2.330 hoaks terkait Pemi-
lu 2024, hal tersebut menunjuk-
kan disinformasi meningkat tajam 
dan mengancam legitimasi Pemilu. 
Industri buzzer berbayar mem-
produksi narasi politik dan disin-
formasi terstruktur menunjukkan 
adanya aktor sistematis dalam 
penyebaran hoaks. Partisanship 
memengaruhi penerimaan pemi-
lih terhadap deepfake dan disin-
formasi menunjukkan polarisasi 

memperparah dampak disinfor-
masi. Media sosial sebagai sumber 
berita utama dan mempercepat 
arus informasi, termasuk hoaks 
menunjukkan pola konsumsi me-
dia memperbesar risiko polarisasi. 
Kasus deepfake viral dalam kam-
panye 2024 mengancam integritas 
informasi menunjukkan tantangan 
teknis baru yang butuh literasi dig-
ital dan regulasi teknologi.

	 Dalam konteks Pemilu 
2024, disinformasi digital terbukti 
memainkan peran signifikan da-
lam membentuk opini publik. Me-
dia sosial digunakan secara masif  
untuk menyebarkan hoaks, ma-
nipulasi citra kandidat, dan propa-
ganda negatif  yang memengaruhi 
persepsi pemilih. Beberapa plat-
form menjadi sarana utama dalam 
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memperkuat polarisasi, di mana 
kelompok pendukung kandidat 
tertentu sering terjebak dalam 
echo chamber yang memperse-
mpit ruang dialog kritis. Literatur 
penelitian dan laporan media dar-
ing di atas menunjukkan bahwa 
penyebaran disinformasi tidak ha-
nya dilakukan secara organik oleh 
simpatisan, tetapi juga melalui op-
erasi terstruktur dengan meman-
faatkan bot dan jaringan buzzer 
politik. Situasi ini mengurangi 
kualitas informasi yang beredar di 
ruang publik, sehingga keputusan 
politik masyarakat lebih banyak 
dipengaruhi oleh sentimen emo-
sional ketimbang pertimbangan 
rasional.

	 Ekosistem digital telah 
menjadi arena baru dalam kon-
testasi politik, di mana disinfor-
masi berfungsi sebagai instrumen 
kampanye yang sangat efektif  
(Vasist et al., 2024). Data yang dil-
aporkan Mafindo 2024 menunjuk-
kan bahwa hoaks politik mening-
kat tajam menjelang Pemilu 2024, 
sementara industri buzzer profe-
sional membuktikan adanya ak-
tor sistematis dalam produksi dan 
distribusi narasi manipulatif. Hal 
tersebut sejalan dengan apa yang 
diungkapkan Pennycook & Rand, 
(2019) yang memperlihatkan bah-
wa penerimaan pemilih terhadap 
disinformasi sangat dipengaruhi 

oleh afiliasi politik, yang berarti 
polarisasi memperkuat daya rusak 
hoaks. Secara teoretis, fenome-
na ini menegaskan ambivalensi 
demokrasi digital, yaitu media so-
sial membuka ruang partisipasi 
politik sekaligus memperkuat dis-
torsi informasi yang menggerus 
integritas pemilu (Mont’Alverne et 
al., 2024).

	 Disinformasi dan polarisa-
si yang dihasilkan oleh ekosistem 
digital menjadi tantangan serius 
bagi demokrasi substantif  (Mari-
no et al., 2024). Saat pemilih lebih 
percaya pada informasi partisan 
dibandingkan fakta objektif, maka 
proses deliberasi publik yang sehat 
menjadi terganggu (Caluwaerts 
et al., 2023). Hal ini menciptakan 
demokrasi pascakebenaran (post-
truth democracy), dimana emosi 
dan afiliasi politik lebih dominan 
daripada rasionalitas dalam me-
nentukan pilihan. Kasus deepfake 
dalam Pemilu 2024, menunjukkan 
bahwa teknologi informasi dapat 
digunakan untuk merusak legiti-
masi Pemilu jika tidak diimbangi 
dengan literasi digital dan regu-
lasi yang memadai (Boler et al., 
2025). Dengan demikian, kualitas 
demokrasi tidak hanya ditentukan 
oleh prosedur elektoral, tetapi juga 
oleh ekosistem informasi yang 
mengendalikan rasionalitas publik.
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Kapasitas Institusional dan 
Penegakan Hukum Pemilu

	 Konteks penting lainn-
ya yaitu dua aspek yang berkai-
tan dengan kapasitas institusional 
penyelenggara Pemilu serta efek-
tivitas penegakan hukum. Kin-
erja KPU, Bawaslu, dan lembaga 
peradilan Pemilu masih mengha-
dapi keterbatasan, baik dalam hal 
sumber daya manusia, indepen-
densi kelembagaan, maupun ke-
mampuan merespons pelanggaran 

secara cepat dan adil. Lemahnya 
kapasitas ini menimbulkan celah 
yang memungkinkan praktik pe-
langgaran elektoral berulang dan 
pada akhirnya mengurangi legiti-
masi hasil Pemilu (Lundmark et al., 
2020). Oleh karena itu, kapasitas 
institusional menjadi faktor kunci 
dalam memastikan Pemilu ber-
integritas yang dapat menopang 
peradaban demokrasi secara 
berkelanjutan. Konteks tersebut 
dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kapasitas Institusional, Penegakan Hukum, dan  
Mekanisme Sengketa

	 Tabel di atas menunjukkan 
kapasitas institusional penyeleng-
gara dan penegak hukum Pemilu 
mengindikasikan bahwa keberlan-

jutan demokrasi Indonesia sangat 
bergantung pada kekuatan dan 
independensi lembaga-lembaga 
tersebut. Partisipasi tinggi, teta-
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pi kualitas administrasi Pemilu 
menunjukkan sejumlah masalah 
teknis menyebabkan validasi par-
tisipasi, tetapi catatan kelemahan 
teknis tetap ada. Bawaslu mene-
mukan pelanggaran, tetapi kesuli-
tan dalam pengumpulan bukti dan 
pemberian sanksi menunjukkan 
gap antara regulasi dan implemen-
tasi penegakan hukum. Mahka-
mah konstitusi menangani sengke-
ta hasil (PHPU), meski efektivitas 
mekanisme masih diperdebatkan 
menunjukkan MK tetap menjadi 
pilar penyelesaian sengketa hasil. 
KPU menetapkan hasil rekapitu-
lasi nasional pada 20 Maret 2024 
(SK No. 360/2024), menunjukkan 
transparansi prosedural melalui 
rekapitulasi nasional. Penilaian 
internasional menyoroti masih 
adanya kelemahan integritas Pemi-
lu memberi perspektif  kompara-
tif  untuk rekomendasi reformasi 
kelembagaan.

	 Kapasitas institusional 
penyelenggara dan penegak hu-
kum Pemilu masih menghadapi 
berbagai keterbatasan. Meskipun 
KPU dan Bawaslu berperan pent-
ing dalam memastikan jalannya 
pemilu, seringkali terkendala oleh 
minimnya sumber daya manusia, 
infrastruktur teknologi yang be-
lum merata, serta kompleksitas 
regulasi yang menimbulkan celah 
interpretasi hukum. Di sisi lain, 

mekanisme penegakan hukum 
terhadap pelanggaran Pemilu be-
lum sepenuhnya efektif, hal itu 
ditunjukkan dari lambatnya proses 
penyelesaian sengketa, dan me-
nimbulkan ketidakpuasan bagi pe-
serta Pemilu maupun masyarakat. 
Beberapa kasus politik uang, pe-
langgaran administratif, maupun 
penyebaran disinformasi yang 
terbukti secara faktual masih sulit 
mendapatkan sanksi yang tegas 
dan konsisten. Kondisi ini mem-
perlihatkan bahwa kualitas Pemilu 
tidak hanya ditentukan oleh an-
tusiasme partisipasi publik, tetapi 
juga oleh kekuatan dan indepen-
densi lembaga penyelenggara ser-
ta penegak hukum dalam menjaga 
keadilan elektoral.

	 Tingginya partisipasi 
pemilih pada Pemilu 2024 me-
mang menunjukkan keberhasilan 
dalam mobilisasi politik, tetapi 
kualitas administrasi masih meng-
hadapi sejumlah masalah teknis. 
Laporan ANFREL menegaskan 
bahwa partisipasi tinggi tidak serta 
merta menjamin integritas Pemilu, 
sebab kelemahan teknis membuka 
ruang terjadinya kesalahan mau-
pun manipulasi yang pada akhirn-
ya dapat mengurangi kepercayaan 
publik. Situasi ini diperburuk oleh 
temuan Bawaslu yang kesulitan 
mengumpulkan bukti dan men-
egakkan sanksi, sehingga memper-
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lihatkan adanya jurang antara reg-
ulasi normatif  dengan kapasitas 
implementasi. Hal tersebut sejalan 
dengan penjelasan Higashijima 
et al. (2024) yang menunjukkan 
bahwa lemahnya kapasitas penga-
wasan justru melanggengkan pola 
pelanggaran elektoral berulang 
karena aktor politik menilai risiko 
hukum lebih kecil dibandingkan 
keuntungan politik yang diper-
oleh. Oleh karena itu, penguatan 
otoritas investigatif  dan forensik 
elektoral bagi lembaga pengawas 
menjadi krusial untuk memastikan 
bahwa tingginya partisipasi diiringi 
dengan integritas prosedural yang 
terjaga (Klasén et al., 2024).

	 Di sisi lain, peran Mah-
kamah Konstitusi dalam menan-
gani sengketa hasil (PHPU) tetap 
menjadi pilar legitimasi hukum, 
meskipun efektivitas mekanis-
menya masih diperdebatkan. Pen-
etapan hasil rekapitulasi nasional 
oleh KPU memang memperlihat-
kan komitmen pada transparansi 
prosedural, namun transparansi 
tanpa efektivitas korektif  berisiko 
menciptakan ketidakpercayaan 
baru. Evaluasi internasional, sep-
erti dari IFES, semakin menyoroti 
kelemahan integritas Pemilu Indo-
nesia dibandingkan standar global, 
suatu temuan yang sejalan dengan 
penelitian Tobin et al. (2025) men-
genai erosi legitimasi akibat kega-

galan integritas Pemilu. Dengan 
demikian, penjelasan tersebut me-
negaskan bahwa legitimasi Pemilu 
tidak dapat ditopang hanya oleh 
prosedur formal dan partisipasi 
tinggi, melainkan menuntut siner-
gi antara kapasitas administratif, 
kekuatan penegakan hukum, efek-
tivitas mekanisme sengketa, serta 
standar integritas yang diakui se-
cara internasional.

KESIMPULAN 

	 Studi ini menegaskan bah-
wa integritas Pemilu merupakan 
pilar fundamental bagi penguatan 
peradaban demokrasi di Indonesia. 
Hasil analisis dari berbagai sum-
ber berita daring, laporan lembaga 
pemantau, dan literatur akademik 
memperlihatkan tiga persoalan 
utama yang saling berkaitan, keti-
ga masalah tersebut adalah praktik 
politik uang dan lemahnya trans-
paransi dana kampanye, maraknya 
disinformasi digital yang memper-
dalam polarisasi politik, serta ke-
terbatasan kapasitas institusional 
dalam penyelenggaraan dan pen-
egakan hukum Pemilu. Ketiga 
temuan ini menunjukkan adanya 
kesenjangan serius antara kerang-
ka normatif  yang telah dibangun 
melalui regulasi Pemilu dengan re-
alitas praktik elektoral di lapangan.

Implikasi dari temuan tersebut 
adalah bahwa Pemilu di Indonesia 
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belum sepenuhnya menjadi instru-
men demokrasi substantif, me-
lainkan masih rentan dipengaruhi 
kepentingan pragmatis, manipula-
si informasi, dan kelemahan tata 
kelola kelembagaan. Politik uang 
melemahkan prinsip keadilan dan 
keterwakilan, disinformasi digital 
merusak rasionalitas publik, se-
mentara kelemahan institusional 
mengurangi efektivitas penegakan 
hukum. Jika tidak diatasi, ketiga 
faktor ini berpotensi menurunkan 
legitimasi Pemilu dan memper-
lemah fondasi demokrasi dalam 
jangka panjang.

	 Dengan demikian, pen-
guatan integritas Pemilu menuntut 
strategi yang lebih komprehensif, 
meliputi peningkatan transparansi 
pendanaan politik, pengendalian 
disinformasi melalui literasi digital 
dan regulasi platform, serta pen-
guatan kapasitas dan independensi 
lembaga penyelenggara maupun 
penegak hukum. Upaya-upaya 
tersebut penting bukan hanya un-
tuk menjamin terselenggaranya 
Pemilu yang bebas dan adil, teta-
pi juga untuk memastikan bah-
wa demokrasi Indonesia mampu 
berkembang sebagai peradaban 
politik yang berlandaskan etika, 
keadilan, dan legitimasi rakyat.

	 Secara praktis, studi ini 
memberikan masukan bagi penye-

lenggara Pemilu, pembuat kebi-
jakan, dan masyarakat sipil untuk 
merancang strategi kolaboratif  da-
lam memperkuat integritas Pemi-
lu. Peningkatan sistem audit dana 
kampanye, literasi digital mas-
yarakat, serta independensi lem-
baga pengawas menjadi langkah 
prioritas untuk menghadapi tan-
tangan yang telah diidentifikasi. 
Secara akademis, studi ini mem-
perkaya kajian tentang demokra-
si elektoral di Indonesia dengan 
menempatkan integritas Pemilu 
sebagai bagian dari pembangunan 
peradaban politik, bukan sekadar 
prosedur teknis pemilihan. Hal 
ini membuka ruang bagi studi lan-
jutan yang dapat mengeksplorasi 
model-model inovatif  penguatan 
integritas Pemilu dalam konteks 
masyarakat digital dan globalisasi 
politik.
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